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DI KABUPATEI{ ASMAT TAHI'IT 2022

BUPATI ASMAT,

bahlva Undang'Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberilan
kewenangaD kepada daerah I(abupaten/Kota untuk
menyelenggarakar'r pendidikan pada semua jalur, jenjang dan
jenis di kilupaten/Kota di seluruh rvilayah administraiil
Provinsi Papua;

bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota
di seluruh vrilayai administratif Provinsi Papua sebagai sub-
sub sistem pendidikan nasional dilaksanakan denga]l
menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonoml
Khusus bagi Provinsi PaPua;

baiwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional menegaskal bahwa pemerintah dan
pemerintah daerah berhak rnengarahkan, membimbing,
membantu dan mengara'asi penyelenggaiaan pendidikan
sesual dengan perundang_undargan ya,g berlaku;

baiq,a pembinaan, pengembangan da;r penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab

i<eluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan
sumbe. daya manusia yang berkualitas;

bahwa untuk pelayanan pendidikan dao hasilnya belum
efektif dan belum menunjukal angka yarlg signifikan,
mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang
bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua

maupun dengan daerah iainnya di Indonesia;

baiwa untuk menciptakan keunSSulan komp€ratil sumbet
daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar
keiertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat
diperlulian sumber daya manusia yang berdaya saing dengan

*"td..i pendidikan yang be.mutu sehingga perlu
rnela}sanakall yarg bernilai unggul Asmat;

g.bahwe........l2

h

c.

d.

e,



e. bahwa untuk menuniarrg pelaksanaan proses belajar
mengajar pada Sekolah Menengah Peftama di I{abupaten
Asmat perlu adanya pendidan sekolai;

baiwa untuk maksud tersebut pada hun-rf a, huruf b, huruf
c, humf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Bupati Asmat.

Undang-Undang Nomot 12 Tahun 1969 tentang
Pembeitukan Propiflsi Otonom lrian Barat dan KabuPaten

Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara

ReDUtlk tndonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
l,embaran \cgara RepLlblik Indonesia Nomor 29O7Jl

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
eenyele"nggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi da:n Nepotisme (I-embaran Negara Republik Indonesia
Talun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3851)i

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20OI tentang Otonomi
KhusuJ Bagi irovinsi Papua {I-embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor i35, Tambalun l'embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah

diubai beberapa kali terakhir dengan Ufldang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Papua (irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukal Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,

Kabupaten Pe€:unungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabubaten ToliL:ra, Krbuparen Waropen' K"bt':pat"n
Kaimana, l.,bupal'i n Bo\cn Drgnel' Kabupaten Mappi

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teiuk Bintuni, dan Kabupaten
Teluk Wondama rii Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang
(l€mbaran Nega-ra Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor
i29, T^-b^h".t L,emba.an Negara Republik Indonesia Nomor

42a5);

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Nega.a- 1t-.-ba.rt, Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Noto. +2, Tamballan lrmbaran Negana Republik Indonesia
Nomor 4287); Undarg-Undaag Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistelrr Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Tahun
20O3 Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 4310);
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6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO4 tentang
Pembe;tukan Peraturan Perundang-undangan (t€mbaran
Negara Talun 2oo4 Nomor 53, Tarnbahan I-embaran Negara

Nomor 4289);

7. Undang-Undaog Nomor 1 Tahun 2OO4 tenttlng
Perbeniaharaal Negara (Lembaran Negala Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan l'embaran Negaia
Republik lodonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaal dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

lf,eribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

iambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO5 Tentang Guru dan
Dosen ll-embaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
l,emba-ran Negara Nomor 4586)

10. Undang Undang Nomor 12 Taiun 2011 tentang
Pembeitukan Peraturan Perundang-undangan (I-embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TamLtahan

Lerilbaran- Neeara Republik Indonesia Nomor 5234),

sebagaimana telah diuba-h beberapa kali terakhir dengan
Unding-Undang Nomor 13 Ta}run 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomo, 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia 'fah:un 2022 Nomor 143,

Tai-rbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6801);

11. UndanS-Undang Nomor 5 Ta}IuIl 2014 tentang Aparatur
Sipil \egara tlrmbaran Negara Republik Indonesia Ta}un
:dto rui.o. b, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

12. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniah
Daerah {Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambaian l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipd Kerja llembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2Or0 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negata

Republik lndonesia Nomor 6573);

l3.UndargUndang \omor I Tahun 2022 lentang Hubungan
rceuanfan antaia Pemerintah hrsat dan Pcmerinlsl Daerah

{Lemba"ran Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 4'

iambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

67 57);



14. Peratura$ Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang
Pendidikan Pra Sekolah {Lembaran Neg.fa TahLln 1990
Nomor 35 Tarnbal.an Lembaran Negara Nomor 34 I 1 ) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahlrn 1990 Tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36,
TambaLan l,embaran Nega.a Nomor 3412);

16. Peraturan Pernerintah Nomor 29 Ta}lu'l 1990 Tentang
Pendidikar Menengai (Lembaran Negara Ta}lun 1990 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga

Pendidikaan (L€mbaran Negara Taiun 1992 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran
Serta Masyaral<at dalam Pendidikan Nasional (t€mbatan
Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan kmbara. Negara
Nomor 3485);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar: Nasional Pendidikan (I,€mbaran Negara Tahun 2005
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

20- Peraturan Pemerintai Nomor 74 Tahun 2OO8 Tentang Gurll
(Lembaran Negara Talun 2OOB Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4941);

21. Pe.aturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemeriitah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Dae'ah
Kabupaten/Kota (I,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemeintai Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah {Lembaran Negara Republik
tndJnesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4738);

23. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentant
Pengelolaan Keuangan Dae.al (Lembaran Negara Republik
lndonesia ?ahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Inclonesia Nomor 6322);

24. Peratur.an Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukuln Daerah (Be.ita Negaia
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telal1 diubah dengan Peraturan Mente.i Dalam Neged Nomor
120 Tahun 2018 rentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

25.Peraturan Menteri..... .. /5
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25. Perafurao Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah.u'. 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan D€erah
(BeritJNegara Republik Indonesia Talun 2O2O Nomor 1781);

26. Peraturan Daerah l(abupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016
tentaig Pokok-Pokok Pengelolaa, Keuanga! Daerah

Kabupiten Asmat {Lembaran Daerah Kabupaten Asmat
Taiun 2Oi6 Nomor 3);

27. Peratuiarl Daetah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2021- 'i;;;g 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan- .Belanja

D"..ali Tahua Anggaran 2021 (I,embarar Daerah Kabupaten
Asmat Taiun 2021 Nomor 3);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor + 'fahun 2021

tentang Anggarafl Pendapatan daJr Belanja Daeratr

Kabupiten Aimat Tahun Anggaran 2O22 ll*mbaraa Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2o21 Nomor 4);

29. Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggarar Pendapetan darl-- Belanja Daerah

Kabupaten Asmal Tahun Anggaran 2022 lBerila Daerah

Kabupaten Asmat Talun 2O21 Nomor 82)'

Me.etapka!
XESATU

XTDUA

MEMUTUSKAN :

Mendirikan Sekolalt Me engai Pertama (SMP) Negeri 1 Pantai

iil""ri oi"tar. Pantai Kasuari dengaa Penanggung jawab

Pengelolaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat'

Penanggung jawab pengelolaan Sekolah Menengah Pertama

(SMP) Negeri 1 Pantai Kasuaii Distrik Pantai Kasuari dalam

Dilrtum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Men,'usun perencanaan, pembangunan salana dan

prasaiana, tenaga pendidik dan kependidikan, perangkat

keras dan lunak serta sertifikasi lahan area Sekolah

Menengah Pertama {SMP) Negeri 1 Pantai Kasuari Distrik

Pantai Kasuari dan kegiatan-kbgiatan iainnya;

2. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan

pengajaran formal melatui program dan kegiatan pendidikan

dasar sesuai standar pendidikan nasional;

3.Berkoordinasi......... /6
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3. Beakoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya

bail< di tingkat Kabupaten, Proeinsi maupun Pusat dalam

menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pendidikan dart

pengajaran pada Sekolah Menengah Pertarna (SMP) Negeri 1

PanEi Iksuari Distr-ik Pantai tbsuarj;

4. Membuka sec.fa resmi kegiatan pendidikan dan pengajaran

pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 ParLtai

Kasuari Distrik Pantai Kasuari dirnulai sejal< tahun 1983;

5. Melaporkan hasil pelalsanaan kegiatan kepada Bupati

Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

Pendirian sebagaimana dimahsud dalam Diktum KESATU

terhitung mulai Tahun 1983.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

DitetapLar di Agats
pada targgal 24 Agiu,attu.s 2022

BI'PATI ASUAT,
ttd

ELISA I(AMBU

BAGIAIT HI'XIIM,

. -i i .. ., PEfiATA TK.I
rP..+9SO!21S 2fl)605 2 m3



PEMERINTAH KABUFATEN ASMAT
DINAS PENDIDIKAN

.lala. I'emdr {).1No. l5 Disrrik Aeats

KEPUTUSAN XEPALA DINAS PENDIDIXAN XABUPATEN ASMAT
NOMOR O4O TAHUN 2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAI SEKOLAII MENENGAH PERTAMA
NDGERI 1 PANTAJ XASUARI DISTRIII PANTAI KASUARI DI KABUPATEN

ASMAT TAHUN 2022

Menimbang

KEPALA DINAS PENDIDII{AN I{ABUPATEN ASMAT,

Bahwa Undang Undang Nomo. 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi P.ovinsi Papua membeiikan
keu,enangan kepada daerah (abupaten/Kota untuk
me .elenggarakan pendidikan pada semua ialur. jenjang ,:lan
jcnjs di Kabuparen I hora di scluruh \\'ilaiah administrarif
Prolinsi Papua :

Bah$a pen] elenggaraan pendidikan di Kabupaten / Kota di
seluruh uilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub sub
sistem pendidikan nasional dilaksanakan dengan
menonjolkan kekhususan sebagairnana diamanaikan oleh
Un.lang Undaig \niirr)r' 2l Tahun 2001 tent..1151 O.onomi
Khusus bagi Provinsi Papua ;

Bahwa Undang-Undarg Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasjonal menegaskan bah$,a pemerintah dan
pemerintah daerah be.hal< mengarahkan, membimbing,
membantu dan mengawasi pcnyelcnggaraan pendidikan
sesuai dengan perundang undan.qan !ang berlaku :

Bah\ra pembin.ian. pengembangan dan pe -elengg.rraan
pendidikan l ans befinutu adalah mer_upakan ranggung jawab
keluarga, pemerintah dan masJarakar untuk menghasilkan
sumber dala manusia Iatl8 berkuaiitas ;

Bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum
efektil dan belurn menunjukan angka yang signifikan,
mengal<ibatkan Kabupaten AsFat tertinggal dan kurang
bersaing dengan daerai lainnJ,a secara regional Papua
maupun dcngan daelah lainnva dj Indonesia :

Bal\ra untuk menciptatan keunggulan komperaiii sumber
daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar
ketertinggalan.pembangunan dalam berbagai aspek, sangat
diperlukan sumber da!'a manusia yang berdaya saing dengan
melalui pcndidikan -,-ang bermutu schi[gga perlu
melaksanakan \ ang bernilai ungqul Asmat ;

f.
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b.
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Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar
mengajar pada Sekolah Menengal Pertama di Kabupaten
Asmat perlu adanya Ijin Operasional sekolah ;

Bahu'a untuk rnaksud tersebut hurul a, huruf b, hurul c,
huruf d, huruf e dan hurul I perlu ditetapkan dengan Su.at
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukari
Provinsi Otonom lrian Barat dafl Kabupalen-kabupaten
Otonom di Provinsi Irian Barat {Lembaran Negara Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097) :

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 151) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yarhukirno,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten waropen, Kabupatcn
Kaima:ra, Kabupaten Boven Digoel, Kabuparen Mappi,
Kabupate. Asmat, Kabupalen Bintuni, dan Kabupate.
Wondama di Propinsi Papua {Lembaran Negaia Tahun 2002
Nomor 129, Tambaiarl Lembaran Negaia Nomor 4245) ;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Taiun 2003 Nomor
78. Talnbaha.l Neg"ra Norror 43101 :

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2OO4 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan l€mbaran Negara
Nomor 4289) ;

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4437), sebagaimana
telal ctiubah dengan Undalg Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor .+548), dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 12 TahuE 2008 (Lembaran
Negaaa Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan l€mbaran Negara
Nomor 4844) ;

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan anta.a Pemerintall Pusat dan Pemerintah Daerah
(l€mbaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Nega.a Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005'fentang Gu.u dan
Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor I57,
Tambalan Lemba.an Negara Nomor .+586) 

;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 "fah.un 1990 Tentang
Pendidikan P.a Sekolah {Lembaran Negara Tahun 1990 N"omor

35 Tambahan Lemba.an Negara Nomor 3411) ;

10. Peraiurna Pemerintah Nomot 28 Tahun 1990 Tentang
Penclidikan Dasar {Lembaran Negara Tahun 1q90 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahuo 1990 Tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun i992 Tentang Tenaga

Pendidikaan {Lembatan Negara Tahun 1992 Nomor 68,

Tambahan I,embaran Negara Nomor 3484) :

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Talun 1992 Tentang Peran
Serta Maslarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3485) ;

Peraturan Pcme ntah Nomor l9 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Taiun 2005 Nomor
41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) :

Peraturan Pemedntah Nomor 7'1 Tahun 2008 Tentaog Guru
(l,embaran Negara Taiun 2008 Nomor 194, Tambahan
l,embaran Negaia Nomor 4941) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Umsan Peme ntahan antara Pemerintah,
Pemeri-ntah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupatcn / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan l,embaran Negara Nomor 4737).

I1.

12.

I3.

'14.

15.

16.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN

Ijin Operasionai Sekolah Menengai Pertama {SMP) Nege'i 1

Pantai Kasuari Distrik Pantai Kasuad dengan penanggung

ja\r,ab pengelolaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat'

Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I

Pantai Kasuari Distrik Pantai Kasuari dalam DIKTUM

KESATU mempunyai tugas sebagai berikut ;

1. Melaksanakan tugas pembinaan. pcndidikar-r dan

pengajaran formal melalui prografn dan kegiatan

pendidikan dasar sesuai standar pendidikan nasional ;

3-



4.

2.

3.

Berkoordinasi derigan iostansi dan lembaga terkait
iainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun
hlsat dalarn menyelenggaral<an kegiatan pcmbinaan,
pendidikan <ian pengajaraa pada Sekolah Menengah

Pertama (SMP) Negeri 1 Pantai Kasuari Distrik Pantai

Kasuari;
Membuka secara resmj kegiatan pendidikan dan

pengajaran pada Sekolah Menengah Pertama {SMP)

Negeri 1 Pantai Kasuari Distrik Pantai Kasuari sejak

Tahun 1983 ;

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada BLtpati

Asmat melaluj Dinas Pendidikan Kabupaten Asmar.

KETIGA

KEF]MPAT

KEL]MA

Sallnan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Departemen Pendidikan Nasional di Jalarta ;

2. Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura l
3, Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
4. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats ;

5. Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats ;

6. lnspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats ;

7. Pertineeal.

Hal hal yang belum diatur dalam lampiran keputusan ini
akart diatur lebih lanjut dalarn keputusan terseodiri.

ljin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terhitunq mulai Tahun 1983

: Keputusan ini mulai berlal<u pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ,qgr ls
Pada tal1eeal : 23 Agustus 2022

Kabupaten Asmat,
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